
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PATI 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

NOMOR 22 TAHUN 2009   

TENTANG  

RETRIBUSI TEMPAT  PELELANGAN  IKAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang :   a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan 

yang berkelanjutan, untuk pendaratan ikan dan menjaga stabilitas 

harga ikan, maka Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas tempat 

pelelangan ikan; 

 b. bahwa fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat untuk 

pendaratan dan pelelangan/penjualan hasil perikanan, dan untuk 

pembinaan nelayan dan pedagang ikan, maka untuk 

pemanfaatannya, perlu dipungut dan ditetapkan pengaturan retribusi 

Tempat Pelelangan Ikan; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf  b, perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981      

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) 



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan  Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389);  

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 



11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981          

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 3258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001           

Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4230); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  82,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 



19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Pati Nomor 3 

Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D 

Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 28); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang 

Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 19); 

Dengan Persetujuan Bersama 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

dan  

BUPATI PATI  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 

PELELANGAN IKAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati. 

4. Bupati adalah Bupati Pati. 



 

5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah 

tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah 

untuk melakukan pelelangan ikan. 

6. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan 

cara penawaran meningkat. 

7. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah 

maupun telah diawetkan. 

8. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian 

maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut. 

9. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang 

atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat 

Pelelangan Ikan. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial 

Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap, 

dan bentuk badan lainnya. 

11. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat 

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk jasa 

pelelangan. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan 

besarnya jumlah pokok retribusi. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan atau denda. 


